BABV
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

1. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian turunan yang dibuat
untuk melindungi kepentingan para pihak dalam Perjanjian utang piutang
dalam perjanjian pokok. Peran perjanjian jaminan fidusia semakin
berkembang dalan masyarakat sering dengan perkembangan bidang
hukum dan bisnis yang membutuhkan instrumen jaminan yang mampu
memberi kepastian dari segi hukum dan bisnis. Fidusia merupakan
lembaga jaminan kebendaan untuk benda bergerak maupun tidak
bergerak yang dilakukan tanpa adanya penyerahan benda (Constitutum
Posessorium) kepada kreditur sebagai penerima fidusia sehingga benda
tetap berada dalam kekuasaan debitur sebagai pemberi fidusia. Salah satu
benda yang sering dijadikan jaminan fidusia adalah saham. Saham biasa
yang memiliki bentuk sertifikat dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia
karena saham berada dalam penguasaan debitur sebagai pemberi fidusia,
namun dengan berkembangnya sistem perdagangan tanpa warkat atau
scripless trading bentuk saham berubah dari sertifikat menjadi data
elektronik dan dismpan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
sehingga saham tidak berada dalam penguasaan debitur sebagai pemilik
saham. Kesimpulan-kesimpulan yang didapat dalam penulisan ini, adalah
Jaminan fidusia terhadap saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat
(Scripless Trading) dapat tetap dilakukan meskipun saham tidak berada
dalam penguasaan debitur sebagai pemberi fidusia. Hal ini karena fidusia
tidak mengharuskan adanya penyerahan benda sehingga saham tetap
dapat berada dalam penguasaan PT KSEI dan sesuai dengan Keputusan
Direksi PT KSEI Nomor : KEP-0013/DIR/K SEI/0612 tentang Perubahan
Peraturan Jasa Kustodian Sentral  butir 2.2.1 dinyatakan bahwa
Pemegang rekening dapat mengagunkan Efek dalam Rekening Efeknya
sebagai agunan utang, dengan mengajukan permohonan agunan Efek

secara tertulis kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Setiap
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permohonan untuk mengagunkan Efek harus memuat keterangan antara
lain: jumlah, jenis Efek, pihak yang menerima agunan dan persyaratan
agunan lainnya Jaminan fidusia terhadap saham dalam sistem
perdagangan tanpa warkat tetap dapat dilakukan.

2. Dalam melakukan ekseskusi terhadap jaminan fidusia ada kewgjiban
berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia yang menyatakan menyatakan pemberi fidusia wajib
menyerahkan benda yang obyek jaminan fidusia dalam rangka
pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Untuk jaminan fidusia saham
dalam sistem perdagangan saham tanpa warkat kewajiban penyerahan
tersebut dapat dilakukan denan dua cara yaitu pertama melalui penarikan
saham dari sistem perdagangan tanpa warkat sesuai dengan mekanisme
yang ditentukan oleh PT KSEI kemudian menyerahkan saham dengan
akta pemindahan hak untuk saham atas nama dan penyerahan langsung
untuk saham atas unjuk. Cara kedua adalah penyerahan saham tanpa
melakukan penarikan saham dari sistem perdagangan tanpa warkat, cara
ini memanfaatkan mekanisme transaks saham antar rekening

menggunakan sistem pemindahbukuan (book entry seetlement).
5.2 Saran
5.2.1 Bagi Pemerintah

Perkembangan teknologi turut mempengaruhi bidang hukum dan bisnis dalam
hal ini fidusia dan sistem perdagangan saham tanpa warkat, maka diperlukan
aturan khusus yang bisa mengatur tentang pelaksanaan jaminan fidusia saham

dalam sistem perdagangan tanpa warkat.
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